
 

  

 
 

 
 

WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR  50  TAHUN  2022 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 43     
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA  CIREBON, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Wali 

Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

  b. bahwa dalam penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi 

Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan pergeseran 

belanja pada perangkat daerah perlu dilakukan 

perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Cirebon 

Nomor 43 Tahun 2022; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan atas 

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
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Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-

Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perjakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
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terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);  

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8        

Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 8); 
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25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan 

Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14); 

26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 

Nomor 98); 

27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang 

Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah      

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7); 

28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005–2025 (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor  17); 

29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 39), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
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Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 3); 

30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun  2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 105); 

31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun  2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 42), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun  2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah  Tahun 2021 

Nomor 4); 

32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah   

Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 43), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 4); 

33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 114); 

34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon  Nomor 69); 

35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), 

sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); 

36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran  

Daerah Kota Cirebon Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 75); 

37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018–2023 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 5); 

38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 107); 
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39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 15); 

40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117); 

41. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 43);  

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 43 

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon 

Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2022 Nomor 43) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 11 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 2 huruf b sebesar Rp957.296.882.700,00 

(sembilan ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus 

sembilan puluh enam juta delapan ratus depalan 

puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas: 
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a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 

Rp834.898.827.300,00 (delapan ratus tiga puluh 

empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan 

juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. dana perimbangan; dan 

b. dana insentif daerah. 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 

Rp122.398.055.400,00 (seratus dua puluh dua miliar 

tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh 

lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas: 

a. pendapatan bagi hasil pajak; dan  

b. bantuan keuangan provinsi. 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 16 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a sebesar 

Rp1.375.478.614.421,00 (satu triliun tiga ratus tujuh 

puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan 

juta enam ratus empat belas ribu empat ratus dua 

puluh satu rupiah), yang terdiri atas:  

a. belanja pegawai;  

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja subsidi; dan 

d. belanja hibah.  

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf a sebesar Rp673.767.369.057,00 

(enam ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam 

puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu 

lima puluh tujuh rupiah). 
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(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp650.330.769.013,00 

(enam ratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh 

juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga belas 

rupiah).  

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf c sebesar Rp1.500.000.000,00 

(satu miliar lima ratus juta rupiah). 

(5)  Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf d sebesar Rp49.880.476.351,00 (empat puluh 

sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta 

empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima 

puluh satu rupiah).  

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 17 

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Rp673.767.369.057,00 

(enam ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam 

puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu 

lima puluh tujuh rupiah). yang terdiri atas: 

a. gaji dan tunjangan ASN; 

b. belanja tambahan penghasilan ASN; 

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 

objektif lainnya ASN; 

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD; 

e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;  

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta 

KDH/WKDH; 

g. belanja pegawai BOS; dan 

h. belanja pegawai BLUD. 

 

 

 

 



- 12 - 
 

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf a sebesar Rp318.459.393.326,00 

(tiga ratus delapan belas miliar empat ratus lima puluh 

sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga 

ratus dua puluh enam rupiah). 

(3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp209.531.145.711,00 

(dua ratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu 

juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas 

rupiah). 

(4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan 

pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar 

Rp75.976.959.459,00 (tujuh puluh lima miliar 

sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus 

lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh 

sembilan rupiah). 

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar 

Rp28.533.710.778,00 (dua puluh delapan miliar lima 

ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu 

tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). 

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar 

Rp 171.888.512,00 (seratus tujuh puluh satu juta 

delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus 

dua belas rupiah). 
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(7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar 

Rp 811.500.000,00 (delapan ratus sebelas juta lima 

ratus ribu rupiah).  

(8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf h sebesar Rp 40.282.771.271,00 (empat 

puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh 

ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu 

rupiah). 

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 18   
        

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sebesar 

Rp650.330.769.013,00 (enam ratus lima puluh miliar 

tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh 

sembilan ribu tiga belas rupiah)., yang terdiri atas: 

a. belanja barang;  

b. belanja jasa;  

c. belanja pemeliharaan; 

d. belanja perjalanan dinas; 

e. belanja barang dan/atau jasa untuk 

diserahkan/dijual/ diberikan kepada 

masyarakat/pihak ketiga;  

f. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada 

pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; 

g. belanja barang dan jasa BOS; dan 

h. belanja barang dan jasa BLUD. 

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a sebesar Rp88.210.404.582,00 (delapan puluh 

delapan miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus 

empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah). 
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(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf b sebesar Rp198.761.746.006,00 (seratus 

sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh 

satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam 

rupiah). 

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf c sebesar Rp44.199.807.248,00 (empat 

puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan 

juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh 

delapan rupiah). 

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf d sebesar Rp26.167.838.000,00 (dua 

puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta 

delapan ratus tiga puluh depan juta rupiah). 

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada 

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar 

Rp1.180.985.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh 

juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf g  sebesar Rp45.218.229.502,00 

(empat puluh lima miliar dua ratus delapan belas juta 

dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua 

rupiah). 

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf h sebesar Rp246.591.758.675,00 

(dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus 

sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh 

delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). 
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5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 20 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf b  sebesar Rp192.719.555.574,00 (seratus 

sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan belas 

juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh 

puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  

e. belanja modal aset tetap lainnya;  

f. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan 

g. belanja modal aset tetap lainnya BLUD. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam     

ayat (1) huruf a  sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 

Rp91.747.943.326,00 (sembilan puluh satu miliar 

tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus 

empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam 

rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar 

Rp64.946.556.337,00 (enam puluh empat miliar 

sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima 

puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar 

Rp32.196.267.597,00 (tiga puluh dua miliar seratus 

sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh 

ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 
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(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar 

Rp3.828.788.314,00 (tiga miliar delapan ratus dua 

puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan 

ribu tiga ratus empat belas rupiah). 

(7) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar                  

Rp3.454.783.045,00 (tiga miliar empat ratus lima 

puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu 

empat puluh lima rupiah). 

(8) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf g sebesar 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 21 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 huruf c sebesar Rp8.361.848.380,00 (delapan 

miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat 

puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  

pengundangan Peraturan  Wali  Kota dengan  penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 

 

   Ditetapkan di Cirebon 

   pada tanggal 21 November 2022 
 

WALI KOTA CIREBON, 
 

ttd 
 

NASHRUDIN AZIS 

 
Diundangkan di Cirebon  

pada tanggal 22 November 2022    
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
     

ttd 

 
  AGUS MULYADI 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 50 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 
 

 
FERY DJUNAEDI, SH.,MH 

Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 19711228 199803 1 002 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


